GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa dalam rangka Pembentukan Peraturan Daerah di Daerah
Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah;

bahwa dengan adanya perubahan regulasi di bidang
Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan berkenaan dengan
pengaturan pembentukan Peraturan Daerah, sehingga perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 3 Tahun 2012, yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut
Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Barat.



5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya
disebut BP Perda adalah Badan Pembentukan Peraturan
Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Barat.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Barat.

7. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut
Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Barat.

10. Pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan
yang sistematis guna membentuk Peraturan Daerah melalui
proses, norma, dan teknik perancangan yang baik meliputi
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan sosialisasi.

11. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya
disebut  Propemperda adalah instrumen  perencanaan
pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis.

12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat.

13. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah
yvang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.

14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu
masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu
Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

Perencanaan  pembentukan  Peraturan  Daerah, meliputi
penyusunan:

a. Propemperda; dan
b. Naskah Akademik.

3. Ketentuan pada BAB IV PERENCANAAN, Bagian Kedua, Paragraf
1, Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Bagian Kedua
Program Pembentukan Peraturan Daerah
Paragraf 1
Kebijakan Penyusunan
Pasal 8

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan
Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis,
yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui BP
Perda.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat
rencana pembentukan Peraturan Daerah, pokok materi yang
akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-
undangan lainnya, yang merupakan penjelasan secara lengkap
mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, meliputi:

a. judul;

<

dasar hukum;
latar belakang;
tujuan;
sasaran,
pokok pikiran;

ruang lingkup;
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. objek; dan

[

jangkauan dan arah pengaturan.

S. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD, sebelum
penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi.

(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
dalam bentuk kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah
berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan DPRD.



7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

Pasal 12
Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.

Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

a. merupakan perintah undang-undang;

b. terkait dengan Peraturan Daerah lain;

c. merupakan kelanjutan Propemperda tahun sebelumnya;
d

. merupakan percepatan pembangunan Daerah,

o

merupakan kelanjutan rencana pembangunan Daerah;

Hh

berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;

g. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

h. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang
berkeadilan; dan/atau

i. hasil penelitian dan pengkajian,

j. secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Ketentuan paragraf 2 Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Paragraf 2
Teknik Penyusunan
Pasal 13

Propemperda membuat perencanaan pembentukan Peraturan
Daerah, meliputi judul Rancangan Peraturan Daerah, materi
yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-
undangan lainnya.

Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan
perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan keterangan mengenai konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan;

c. pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur;
dan

d.jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
telah melalui pengkajian dan penyelarasan dimuat dalam
Naskah Akademik.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan
Pemerintah Daerah.

Propemperda  ditetapkan berdasarkan skala prioritas
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.



